BUPATI KARIM UN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta
Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan terhadap Proses
Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah
Daerah diwajibkan menyusun Rencana Keija Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;

b. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 World Health
Organization (WHO) telah resmi menyatakan Covid 19
sebagai pandemi dan pemerintah Kabupaten Karimun
pada tanggal 19 Maret 2020 telah menetapkan Covid 19
sebagai Kejadian Luar Biasa (KJB);

c. bahwa pandemic Covid 19 telah menimbulkan dampak
kesehatan dan ekonomi masyarakat sehingga
mempengaruhi keuangan negara Republik Indonesia;

d. bahwa kondisi keuangan negara sebagai dampak
pandemic Covid 19 berakibat pada kondisi keuangan
daerah, termasuk Kabupaten Karimun sehingga perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan
pada Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Karimun Tahun 2020;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Karimun Tahun 2020.



Mengingat

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta  Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 611);



16.

17.

18.

19.

20.

Menimbang

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 4);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 74);
Peraturan Bupati Karimun Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 38) di ubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2020 disusun berdasarkan atas hasil
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Karimun Tahun 2019.



(2 RKPD Tahun 2020 terdiri atas 6 (enam) BAB yang berisikan kebijakan
dan program serta kegiatan pembangunan daerah.

(3) RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi :

a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja
OPD) Kabupaten Karimun Tahun 2020; dan

b. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

(4) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan mengenai perubahan uraian secara rinci RKPD Kabupaten
Karimun Tahun 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2? Mei 2020

2 /IBUPATI KARIMU1

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2?7 Mei 2020

KABUPATEN KARIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 3G



